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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

r;:::::===:::;:::====~m~baranNegara Republik Indonesia, Nomor 4400);
PARAF KOORDINASI

Mengingat

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Batas
Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat
Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan atas Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten LombokTimur;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat
1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5589);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5601)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4578);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan KineIja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4614);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5165);

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok
Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten LombokTimur Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten
Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2015 Nomor9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor6);
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MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURANBUPATI TENTANG KETENTUANBATAS JUMLAH
SURAT PERMINTAANPEMBAYARANUANG PERSEDIAAN DAN
SURAT PERMINTAANPEMBAYARANGANTI UANG PERSEDIAAN
ATAS PELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA
DAERAHKABUPATENLOMBOKTIMUR

BABI

KETENTUANlJMlJM

pasaJ 1
Dalam Peraturan Bupati ibiyang ciiinflkf~nlcidengan :
1. Daerah adalah I_<abupatenU)mbt1~TirPtir.,
2. Perangkat Daerah yang iselE,mJiitJ;lya>4i~gkatPD adalah Unsur

Pembantu Bupati 'dan: iOPRo d~~, penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang ~e~jadi.¥ewenangarldaerah.

3. Pengguna. Anggaran a~a1ah pejapat i pemegang kewenangan
penggunaan ~ggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Po.yangdipimpinnya,

4. Kuasa Pengguna Angganm adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran
dalam :rnc::~sartakan ,Seb&g;slntugas dan fungsi PD.

5. Pejabat Pengelola ~euangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala satuan keJja pengelola keuangan daerah
yang mempunyaiitugaa melaksanakan pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.

6. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.

7. Bendahara Pengeluaran adalah staf yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah pada PD;

8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk
mengajukan permintaan pembayaran.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Timur Nomor 4);
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Pasal4

(1) Batas jumlah Uang Persediaan pada PD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur paling banyak 1/12 (satu
perdua belas) dari pagu anggaran menurut klasifikasi untuk
diberikan UP di luar belanja modal serta belanja barang/jasa
yang diajukan pembayarannya melalui SPP-LS.

Pasa13
SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. SPP-UP

b. SPP-GU;
c. SPP-TU; dan

d. SPP-LS;

BAB II
SURATPERMINTAANPEMBAYARAN

Pasal2

Sistem Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lombok Timur dilakukan dengan penerbitan SPP
oleh Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna AnggaranjKuasa
Pengguna Anggaran melalui PPK-PD.

9. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali
(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

10. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.

11. SPP Tambah an Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan tam bah an uang persediaan guna
melaksanakan kegiatan PD yang bersifat mendesak dan tidak
dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang
persediaan.

12. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas
dasar peIjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya
dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan,
dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan
oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
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BERITAOAERAHKABUPATENLOMBOKTIMURTAHUN2019 NOMOR5

ROHMANFARLY

Diundangkan di Seiong
pada tanggal 2 J anuari 2019

SEKRETARISOAE
KABUPATENLOMBOK

~~. SUKIMANAZMY

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 2 Januari 2019

!-BUPATI LOMBOKTIMUR, vb
«:

~

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lombok Timur.

Pasal6

BAB III
KETENTUANPENUTUP

(1) Besaran tambahan uang persediaan dapat diberikan paling
banyak sarna dengan jumlah uang persediaan yang ditetapkan
untuk masing-masing PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal4
ayat (2).

(2) Apabila kebutuhan tambahan uang persediaan melebihi jumlah
yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
harus dengan persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten LombokTimur selaku PPKD.

(3) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1
(satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekeriing kas
umum daerah kecuali diatur lain oleh peraturan yang berlaku.

(2) Batas .Jumlah Uang Persediaan masing-rnasing OPD di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur ditetapkan
dengan Keputusan Bupati setiap Tahun Anggaran.

Pasal 5
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